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KELEMBAGAAN DAN TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN

Oleh
Dra. Artha Lumbantobing
Duosen Universilas HKBP Nommensen, Medan

Abstrak

Penulisann  makalah  ini  bertujuan wntuk mengetahui bagaimana
kelembagaan dan tata pemerintahan kecamatan. Metode penulisan
mengesunakan metode library research.  Dari hasil pembahasan dapat
disimpulkan bahwa kecamatan masih diperlukan untuk hadir dalam
pemerintahan bahkan posisinya perlu diperkual lerulama kecamatan
untuk daerah-dagrah (rural-rural), dimana biasanya rentang kendali
pemerintah kabupaten (bupati) terlalu panjang. Penguatan kelembagaan
kecamatan dapat mengambil salah satu dari pola yang ditawarkan
secara evolusioner, yaitu: pola piramida terbalik, piramida setanghkup,
sapulidi terikat, sapulidi tak terikat, dan pusyanmas,

Kata kunci : kelembaguaan, taia pemervttahan dan xecamalin

e
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1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sejak awal, studi tentang
“Kelembagnan dan Tata
Pemerintahan Kecamatan”
dikembangkan dalam rangka
untuk menjawab  pertanyaan
yang sangat krusial tentang
hagaimanakah masa-tlepan
institusi  kecamatan  dalam
dalam rejfim otonomi daerah
yang  memberikan  bobat
kewenangan  sangat  besar
kepada bupat? Akankah
kecamatan terus
dipertahankan  kehadirannva
dengan segala keterbatasan
fungsinva yang termarjinalisasi
padanya? Ataukah, kecamatan
harus  dihapuskan  secara
radikal  dari nomenklatur

kelembagaan pemerintahan
daerah (kabupaten) di
Indonesia, karena alasan
inefisiens birokrasi  dan
tidakdiperlukannya lagi
fungsi pembinaan

kewilayahan dari kecamatan
di masa kini dan mendatang?
Ataukah, diambil sehuah
“jalan-tengah”. Alternatif itu

adalah “menghapuskan”
institusi  kecpmatan  secara
evolusioner dalam jangka

waklu amat-sangat panjang
(dengan batasan waktu yang
boleh berbeda-beda menurut
masing-masing daerah) dan
kemudian

mentransformasikannya ke
dalam  bentuk kelembapaan
dengan “nama lain”  sesuai
dengan tugas pokok dan
fungsi yang samasekali
berbeda  dengan apa  yang
diembannya selama ini.

Sementara itu, dalam jangka
pendek-menengah, kecamatan
tetap dikembangkan sesuai
kebutuhan lokal, namun secara
perlahan bentuk dan fungsinya
diproyeksikan kepada pola
transformatif-evolusioner ke
depan?  Semua  pertanyaan
itulah yang hendak dijawab
oleh studi ini, dan salah satu
bagian rtingkasannya disajikan
oleh makalah int.

Tulisan ini hendak
mengelaborasi secara terbatas
tentang  beberapa hal, yvang
rumusannya  disusun  dalam
pertanyaan sebagai berikul:

1. Masih diperlukankah kecamatan

hadir dalam tata- pemerintahan

daerah kabupaten?

. Jika masih diperlukan
kehadirannva, dalam bentuk
apakah  penguatan ketata-
pemerintahan kecamatan

semestinyva dilakukan?

3. Bagaimanakah bentuk (fungsional)

kelembagaan  kecamatan ke
depan  dan  pola  transformasi
kelembagaan macam  apakah

vang mungkin dijalankan untuk
mengawal  proses  transformasi
tersobut?
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Pertanyaan-pertanyaan
tersebut  akan membingkai
analisis  dan  pembahasan
dalam makalah sekaligus
menjadi  pengarah  kemana
tujuan  penulisan  makalah
ateu working paper ini pada
akhirnya akan menuju. Secara
singkat, tujuan akhir dari
penulisan makalah ini adalah
mencari bentuk  kelembagaan
pemerintabhan  di tingkat
wilayah “atas-desa” (atau
antar-clesa) yang sesual
dengan  kebuluhan lokal
tanpa mengurangi tuntulan
dan hak wewenang dan
kekuasaan pemerintahan dari
kabupaten atan bahkan
provinsi hingga pusat

Sejak awal, studi ini
berposisi bahwa hingga
jangka waktu tertentu dan
dengan sepgala  kendala
(kewenangan, anggaran,
mfrastruktur dan sumberdava
manusia) yang dihadapinya,
institus: kecamatan  harus
tetap dipertahankan

keberadaan dan
keberfungsiannya dalam
sistem tata-pemerintahan
dasrah. Hal ini dikarenakan
lungsi-fungsinya dalam
pemerintahan dan pembinaan
kemasyarakaten yang belum
(Hdak) dapat digantikan oleh
institusi lain. Oleh karena itua,

alih-alih menghapuskan
mstitusi kecamatan, studi ind
justru merskomendasikan

FEPOSISI dan rekonstruksi
kelembaguan ke arah
penguatan fungsi-fungsi
kelembagaan kecamatan.
Meski demikian, studi tidak
menutup kermungkinan
penghapusan institusi

kecamatan  tetapi  dengan
prasyaral sangat ketat,
transformatif dan  dilakukan
dalam rentang waktu yang
cukup (panjang).

Dengan mengingat berbagai
pertimbangan seperti persoalan

jaubnya rentang-kendali
kewilayahan pemerintah
kabupaten terutama bagi
kabupaten rural-rural

(kawasan perbatasan, terisolir,
dan  pulan- pulau  terluar),
kualitas birvkrasi yang masih
lemah, infrastraktur
pemerintahan  vang  rata-rate
masih  sangat miskin, maka
studi berposisi, bahwa dalam
jangka  menengah  strateg:
penguatan kecamatan adalah
yvang paling layak untuk
dilakukan,  Kecamatan  di
kawasan  pinggiran  letap
berperan sebagai  “stepping
stone” pengambilan kebijakan
pemermtahan kabupaten serta
menjadi  ujung tombak dari
rangkaian mata-rantai birokrasi

dari Pusat hingga daerah,
Sejaulh  menjawab  desakan
pertanyaan tentang

transformasi  kecamatan ke
bentuk  kelembagaan yang
lamn, studi im h["]‘PﬂRiﬁi bahwa




transformasi  (menghapuskan
atau  mengubsh  kecamatan)
bisa dijalankan jika dan hanya
jika: (L) mnstitusi-
birokrasi/ pemerintahan  lain
telah siap 100 persen
mengambil alih  fungsi-fungsi
vang selama ini dijalankan oleh
kecamatan; (2) ada sistem
teknologi-informasi  dan

sistern manajemen
pemerintahan kabupaten

yang mencukupi dan efisien,
sehingga mampu  menopang
renlang kendali pemerintahan
yang  begitu  luas (secara
spasial).  Dengan dukungan
teknologi informasi yang kuat
(untuk  menjamin  pelayanan
publik  yang cfisien dan

efektif), maka organisasi
pemerintahan dapat
dikendalikan  secara  lebih
sederhana sehingga

“delayering  process” (proses
pemotongan mata-rantai) paida
“ranlai-birokrasi” hisa
dilakukan secara tunlas tanpa
gangouan yang berarti
terhadap kinerja kescluruhan
sistern-birokrasi pemerintahan
kabupaten.  Arlinya, proses
adaptas: oTganisasi
pemerintahan  bisa dilakukan
secara menyeluruh  dengan
cara menyentuh dua dimensi
penting  sistem  pemerintahan
yaitu: (1) sistem manajemen

organisast dan (2)
teknologi administrasi
pemerintahan.  Bila kedua
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asumsi yang menjamin
berlangsungnya efektivitas dan
elisiensi pemerintahan daerah
tersebut bisa dipenuhi, maka
akan ada alasan yang cukup
bagi pemerintah daerah
kabupaten  untuk Segera
ditransformasikan bentuk
kecamatan (dihapuskan atau
menjadi nama dan fungsi
lain) dengan nomenklatur
pada pemerintahan kabupaten
vang berbeda samasekali dari
apa yang ada pada saal ini.

1.2, Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini
bertujuan untuk mengetahui
bagaimana kelembagaan dan
tata pemerintahan kecamatan,

2. Uraian Teoritis

21.Realitas dan Arah Resposisi
Kecamatan

Reposisi  kecamalan  vang
dinsulkan pada tulisan in
bermakna ponguatan
kecamatan dan pemberdavaan
kecamatan  sebagai lembaga
pemerintahan vang
menyambungkan berbagai
macam kepentingan baik secara

vertikal maupun Secara
horisontal. Untuk selanjutnya,
reposisi kecamatan

disebutkan/dimaknai sebagai
penguatan  kecamatan, Bila
penguatan  kecamatan  adalah
sesuatu yang  layak  dan
masuk akal untuk dilakukan,
maka penguatan  dapat
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ditempuh dalam  beberapa
skenario. Dan dimenst waktu,
terdapat dua skenario waktu
untuk penguatan kecamatan,

yaitu  jangka pendek-
menengah dan jangka
panjang.  Untuk jangka
pendek-mencngah perla
disusun rumusan atau strategi
merekonstruksi dan
mereposisi institugi kecamatan
dalam tata pemerintahan

daerah di Indonesia, selaras
dengan  bentuknva yang ada
saat ini. Berfokus pada empat
prasyarat  kecukupan, maka
arah  penguatan ditempuh
melalui  perluasan  ruang
gorak kewenangan, pendanaan,

SHM, dan mfrastruktar.
Dalam janghka panjang,
penguatan kecamatan
ditempuh dengan cara
menyiapkan kelembagaan
kecamatan sedemikian
sehingga bentuk dan
fungsinya cocok untuk

melakukan “lepas-landas” ke
bentuk kecamatan yang lain.
Secara filosofis, makna
reposisi dan rekonstruksi
dalam hal ini adalah
meletakkan  kembali  dan
memberikan makna
keberfungsian imstitusi
kecamatan dalam tata-
pemerintahian  daerah sesnai
dengan semangat demckrasi
dan  otonomi  lokal namun
keberfungsian itu disesuaikan
dengan kebutuhan vang secara

existing berkembang dalam
masyarakat. Dalam jangka
pendek-menengah, Teposis
dan rekonstruksi terscbut tidak
dimaknai sebagai “mengubah
atau  membongkar struktur
kekuasaan dan kewenangan”
yang  ada, namun  lebih
bermakna pada penajaman,
pembobotan dan  reorientasi
mekanisme kerja dan kinerja
kelembagaan kecamalan dalam
pemerintahan daerah. Hal ini
berarti bahwa reposisi
bukanlah dipahami sebagai
upaya mengembalikan posisi
institusi  kecamatan  kepada
fungsi dan peranannya seperti
yang  dipunyainya semula,
yailu “sebagal penguasa
tunggal di suatu  wilayah”
(sebagaimana ditegaskan cleh
UU no 5/1974).

Dalam  jangka  pendek-
menengeh, upava reposisi juga
tidak/belum dimaknai sebagai
transformasi  posisi ke suatu
bentuk  kelembagaan  baru,
melainkan sekedar memikirkan
kembali apa-apa yang
diperlukan oleh  kecamatan
untuk dipertajam dalam rejim
pemerintahan
daerah/kabupaten yang selaras

dengan undang-undang
pemerintahan daerah vang ada.
Artinya, reposisi dan

rekonstruksi dalam  hal  ini
lebih dipahami sebagai proses
“adaptasi posisi dan  peran
kelembagaan” kecamatan
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lebih lanjut pada konstelasi
politk, kekuasaan dan
kewenangan antar-akter dalam
sistem  pemenntahan  daerah
vang dibina dalam suasana
desentralisme  yang ada.
Bentuk adaptil kecamatan
itulah  yang akhirnya akan
mengantarkan kecamatan pada
bentuk transformatif akhir.

Studi  ini berposisi  bahwa
semangat  demokratisme dan
ctonomi  lokal tetap harus
dipelihara dalam era
desentralisme, Semenlara itu,
refim sentralisme yang (secara
kesejarahan  terbukt) telah

membawa beberapa
pengalaman tidak
mengenakkan  bagi  praktek
politik pemerintahan,
pembangunan  dacrah, dan
kehidupan 50810~
kemasyarakatan, terutama
dalam hal terhambatnya

prakarsa  lokal, keberdayaan
lokal, dan zemandirian
pvmbangunar., sepanlasnya
tidak  dianut kembali. Artinya,
apapun  bentuk sentralisme
dan dalam tataran apapun
refim sentralisme  bekerja,
scyogianya  (atau  minimal
untuk masa sekarang) perlu
dikoreksi. ~ Penguatan
kecamatan pun semesti nya
tidak menganut paham
resentralisasi kekuasaan
“wilayah  pinggiran  (camat)’
vis a vis bupali,

Dalam  jangka  pendek-

Jurnal Dinamika Ilmu, Vol 11 No.4 Agustus 2011

menengah  vang  diperlukan
adalah penajaman fungsi dan
peran dalam wcmpat fungsi
kelembagaan, yaitu:
pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat,
dengan menyelaraskannya
pada 4 (empat) elemen
prasyarat  kecukupan  bagi

keberfungsian kecamatan yang

lebih optimal. Dalum jangka
sangat panjang, kelembagaan
kecamatan bertransformasi

bentuk organisasi, fungsi dan
perannya  menjadi  “sesuatu

vang berbeda”  dengan
kecamatan saat ini,

™ atas samua itu,
penguatan  kecamatan  dan
transformasi kelembagaan
kecamatan sepenuhnya
diorientasikan untuk
meningkatkan  keséjahteraan
masyarakat, Penguatan
kecamatan hanyalah
mekanisme instrumental untuk
peningkatan kesgjahteraan
publik  yang  dilayanin va,
Artinya, lujuan akhir
penguatan  den  transformasi
kelembagaan kecamatan
adalah peningkatan
kesejahteraan sosial via
mendekatkan pelayanan

kepada masyarakat. Reformasi
kelembagaan, hanvalah jalan-
antara  menuju tujuan  vang
lebih  hakiki dalam alam
demokrasi, vaitu kesejahteraan
esie
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2.2. Reposisi Kecamatan
Sebagaimana disebutkan
dimuka terdapat empat unsur
penting penunjang (necessary
conditions) kinerja kecamatan,
yaitu: kewenangan (delegatif),
pendanaan, infrastuktur dan
(kapasitas) sumberdava
manusia. Kelidaklersediaan
salah satn dari keempat
unsur tersebut akan membuat
kepincangan kinerja birokrasi
maupun fungsi kecamatan.
Berikut akan dibahas secara
berurut kondisi ideal dan
kondisi faktual dari keempat
unsur tersebul di Japangan
(hasil studi), Pertama adalah
analisis di wilayah
kewenangan (delegatif) vang
dimiliki ~ kecamatan. Secara
normatif-ideal, Undang
Undang no. 32/2004 telah
memkberikan peluang adanya
pendelegasian kewenangan
dari PBupati ke kecamatan
untuk urusan-urusan tertentu
(pasal 126 ayat 2).
Pelimpahan kewenangan
tersebut  selanjutnya  akan
memberikan ruang-gerak yang
lebih leluasa bapi camat dan
kecamatan untuk
mengoperasionalisasikan
fungsi-fungsi  yang  harus
diperankannya. Namun, studi
di lima kabupaten
menemukan bahwa
operasionalisasi pasal 126 ayat
2 dalam  undang-undang

tersebut  belum  sepenuhnya

dijalankan.  Jikalaupun ada
pelimpahan kewenangan,
maka pendelepgasian

kewenangan itu tidak disertai
dukungan anggaran, SDM dan
prasarana yang mencukupi,
sehingga kelembagaan inipun
akhirnya tidak  berfungsi
sesual harapan. Secara ringkas
beberapa  situasi  tersebut di
bawah ini adalah  vang
dihadapi  oleh  camat  di
“wilayah kewenangan”, vaitu:

* Kewenangan tetap berada di

tangan bupati dan
didistribusikan s@cara
proporsional kepada dinas-dinas
teknis  sebagai  satuan  kerja
perangkat daerah (SKPL
pendukung/ kelengkapan

organisasi pemerintahan bupati.
Camat atau kecamatan tidak
dapat berbuat banyak untuk
melakukan fungsinya, sekalipun
di wilayahnya ditemukan

kekosongan intervensi dari dinas

leknis, karena kewenangan

tersebut tidak melimpah

kepadanya.

Tidak ada political will
ataupun sekedar

goodwill dari Bupali
untuk  mengalihkan  sebagian
kewenangan dinas vang tdak
efektil kepada camat/kecamatan.

Terdapat beragam alasan
mengapa  delegated autherity

ini tidak melimpah kepada
camat. Alasan-alasan lersebut

merentang  dan alasan  polibis-




praktis  hingga alasan  teknis
seperti kelegawaan dinas dalam
membagikan lugasnya ke
kecamatan.

Kalavpun ada kewenangan yang
dilintpahkan ke kecamatan
(sebagaimana  dijumpai  pada
studi  kasus  di  Kabupaten
Sambas dimana seratusan
kewenangan telah dilimpahkan
ke camat), namun manakala
pendanaan tidak menyertainya,

maka ruang keberfungsian
kecamatan  pun  tidak  dapat
ditingkatkan.

Kedua adalah analisis  di
wilayah budgeting  atau

pendanaan bagi
operasionalisasi  fungsi-fungsi
kecamatan.  Selama ini
penganggaran pendanaan

bagi SKPD berpedoman pada
peraturan pemerintah  yang
memperbolehkan penyusunan
angmaran  berbasis  kinerja.
Namun,  khusus bagi
kecamalen rejim yang dipakai
adalah plafonisasi  atau
anggaran dalam jumlah yvang
tetap sepanjang tahun
betapapun  ada  kebutuhan
berkembang yang seharusnya
dipenuhi,  Artinya. sekalipun
i wilayahnya ditemukan ada
kebutuhan pembangunan
vang mendesak untuk segera
dipenuhi, namun karena
ketiadaan  kewenangan, maka
kecamatan tidalk berhak
untuk mengajukan pendanaan
bagi pemenuhan  kebutuhan
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tersebut (sekalipun
permasalahan  itu  berada di
depan mata). Dari  perspektif
pendanaan pembangunan,
kecamatan dihadapkan pada
posist yang serba sulit. Di salu
sisi, segala perscalan secara
kasat mata dihadapi oleh
camat kecamatan secara nyata,
mamurt di sisi lain, secara legal
kecamatan  tidak  memiliki
kuasa untuk mengakses dana,
Artinya, kecamatan  tdak
mampu  mengubah keadaan
tersebut  karena Hdak ada
alokasi anggaran vang sah
schingga  yang  dilakukan
adalah membiarkan perscalan
berjalan tanpa penanganan.
Senada dengan  masalah  ini,
ditemukan di  kabupaten
Sambas, Bangli dan
Karangasem. Di  kabupaten-
kabupaten tersebut ditemukan
pendélegasian kewenangan
dalam jumlah yvang sangat
substansial dari bupati kepada
camat, namun  pelimpahan
kewenangan itu tanpa diikut
oleli  pendanaan  samasekali,
Sebagai  akibatnva, fungsi-
fungsi camat pun tidak dapat
dioperasionalisasikan  dengan
baik, dan persoalan tetap
tidak tertangani dan terus
berada di  depan  mata.
Dengan demikian tampak
bahwa, (ketiadaan) akses dan
kiontrol camal kepada sumber
pendanaan yang sah menjadi
titik sangat krusial kedua bagi
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camat/ kecamatan untuk
MENAangant persoalan di
wilayahnya disamping soal
pelimpahan kewenangan.,

Ketiga adalah analisis
infrastruktur penopang
keberfungsian kecamatan.
Sebuah kelembagaan

pemerintahan  yang  efektif
dan efisien selayaknya
didukung oleh adanya
infrastruktur berupa peralatan
atau teknologi yang

memadai. Dralam hal
dukungan teknologi, institusi
kecamatan berada dalam
keadaan sangat

memprihatinkan. Hal ini,
disechabkan  rentetan  dari
kitiadaan kewenangan  yang
dimiliki ~ oleh  kecamatan.
Namun, sebenarmmya selain UU
0. 32/2004 tentang
pemerintahan  daerah  patut
juga diperhatikan UU ne
26/2007 tentang tata-ruang
spasial dan UU no. 5/2004
perencanaan pembangunan
daerah, disana sangal jelas
tampak betapa peran penting
kecamatan  sebagai  clemen
perencanaan  wilayah-spasial.
Dijelaskan  dalam UU no.
26/2007 bahwa kecamatan
secara  idealnya  memiliki
kemampuan untuk menyusun
rencana detail tata-ruang,

Euh filosofis yang dibangun
dalam UU tate-ruang tersebut
adalah desentralisme sistom
perencaan wilayah-spasial,
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* Kekosongan
kewirausahaan sosial atau social

dimana desa atau wilavah
pedesaan menjadi pusal
bermulanya ST
perencanaan  wilayah, Dengan
tunfutan  seperti  ini, maka
pETenCanaan “antar-desa”
yvang dikoordinasikan oleh
camat/kecamatan menjadi
titik sangat menentukan bagi
perencanaan wilayah regional.
Dengan tuntutan peran
kecamatan  vang  senanbiasa
berkembang dari hari demi
hari, maka penguatan
kelengkapan fisik-teknologi
kecamatan menjadi kebutuhan
mendesak yang harus
dipenuhi. Persoalannya, lagi-
lagi pada ketiadaan akses pada
pendanaan yang menyebabkan
pemenuhan  kebutuhan akan
perlengkapan kelembagaan
tidak dapal dicapai.

Keempat adalah analisis 3
wilayah sumberdaya manusia.
Persoalan SDOM yang
dihadapi uleh  kecamatan
cukup rumit Kerumitan itu
disebabkan persoalan SDM
bukan hanya sekedar
menyangkuat tingkat
pendidikan yang  kurang
mencukupi kebutuhan yang
berkembing serta skill atau
ability para aparalnya yang
tidak memenuha
perkembangan. MNamun,
persoalan SDM lebih jauh
daripada semua itu, seperti:
kemampuan
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entrepreneurship yang selayaknya
dimiliki ~ oleh camat  sebagai
pejabat  publik  dengan  fungsi
kemasyarakatan  vang  melekat
eral padanya. Kemampuan  ini
selayaknya bisa ditunjukkan oleh
camat pada saat kecamatan
menghadapi  persoalan-persoalan
kritis seperti konflik sosial yang
kromis, atau persoalan
kemiskinan maupun  kerusakan

sumberdaya alam dan
lingkungan.  Camat dan
kecamatan ke depan dituntut
untuk mampu
mengimplementasikan  prinsip-
prinsip pembangunan
berkelanjutan, partisipatif  dan
mengembangkan “aksi

komunikatif* daripada sckedar
memposisikan  dirinya  sebagai
“corong” alau alat pengaman
kebijakan pemerintah.

Dipetlukan  standar  maorélitas
yang  minimal  yang  dapat
menjamin good-governance
practices di tingkat kecamatan.
Kebanyakan  keluhan  warga
masyarakat vyang selama i

dilayani oleh kecamatan,
seringkali  berputar-putar  pada
isyu intransparansi dan

akuntabilitas vang rendah atas
dana pungutan yang ditarik oleh
kecamatan  pada  saal warga
mengurus segala macam urusan
ke  kecamatan. Dari hal ini
pertanyaan  yang harus dijawab
dalam  penguatan  kecamatan
aclalalh: bagaimana
mengembangkan mekanisme

%&-—
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yang bisa menjamin  standar
pelavanan  minimal  kecamatan

seraya tetap memenuhi
kebutuhan warg: akan
pelayanan publik  (kecepatan,

ketepatan, dan pelayanan vang
terjangkau  secara  ekonomi).
Artinya, SDM  kecamatan ke
depan sepantasnya responsif dan
mementthi kualifikasi atas
tuntutan  tata-pemerintahan yang
baik.
Sistem perencanaan SDM  yang
baik dan discsuaikan dengan
kebutuhan  vang  berkembang,
merupakan tuntutan  berikutnya
yvang harus dilakukan oleh
pemerintah daerah kabupaten.
Kecamatan yang
berkembang adalah
kelembagaan vang diisi oleh
aparal dengan SDM  vang

terencana dengan baik.
Faktanya,  selama i1
kelembagaan kecamatan

digunakan sekedar sebagai
stepping-stone bagi  pejabat
publik yang hendak berkarir
lebih larjut di biro

kesekretariatan pemerintah
daerah.
3. Pembahasan

Pemberdayaan atau
penguatan kelembagaan
kecamatan harus dapat
menjawab dan dikembangkan
scsuai persoalan-persoalan
vang dihadapi oleh

kelembagaan tersebul  tanpa
memberikan  biava/dampak
eksternalitas  berupa  resiko




yang besar terhadap menguntungkan (disinsentf) bag
keseluruhan sistem bupali seandainya ia  terlalu
pemerintahan  di daerah. “murah-hati” melimpahkan
Sepertt  diketahui bersama, setumlah WeEWEenangnya ke
kemunduran  fungsi  dan kecamatan;
peran  institusi  kecamatan 3. Adanya kekosongan  peran-
dalam pemernntahan daerah di fungsional yang otonom pada
masa berlakunya UU no. kelembagaan kecamatan dJalam
32/2004 adalah karena adanya hal eksekusi pembangunan. Hal
sejumlah  faktor  struktural. ini terfadi karema  “otonomisasi
Fakior-faktor itu adalah: pengendalian”  aktivitas-aktivitas
1. Penguatan refim sentralisme di teknis-pembangunan serta
aras pemerintah daerah tingkat penatakelolaan keuangannya telah
II berlangsung  terlalu  kuat, diberikan  kepada  dinas-dinas
schingga memarjinalisasi  posisi sektoral secara penuh oleh
kecamatan. Dalam pelayanan Bupati. Keadaan ini jelas ftak
publik sekalipun, kecamatan lerjadi di masa lalu.  Sejarah
hanya sakedar menjadi institusi pemerintahan daerah di Indonesia
satelil kabupaten yang tidak dapat memberikan pelajaran betapa pada
berbuat banyak bagi warga lokal; masa lala (masa ULl na 5/1974)
2, Ketiadaan political will bupah kewenangan pembangunan atau
untuk menjalankan  amanat penyelenggaraan  aktivitas -
pelimpahan  wewenang (untuk aktivitas  dekonsenfrasi  dari
memerintal) dari kabupaten ke Pemerintah Pusat lengkap
kecamatan  berlangsung  meluas dengan pengelolaan
dimana-mana. Seandainyapun keuangannya,  berada di
ada pelimpzhan wewenang, maka kecamatan, Masa itu telah tiada
apa-apa yany dilimpahkan ke lagi sejak UU. No 22/1999 dan UU
kecamatan  sebenamva  adalah no. 32/2004 diberlakukan.
tugas-tugas konvensional yang Beberapa kendala-struktural
memang selama ini telah di atas secara drastis
dilakukan oleh kecamatan. Di membatasi “gerak” kecamatan
beberapa kabupaten pelimpahan hingga benar-benar marjinal
wewenang hanya mengandalkan dan lumpuh saat mi. Namun,
instrumen  peraturan  bupati sebenarnya masih fersisa safu
(Perbup), yang samasekall Htdak peran-patensial - yang  bisa
memiliki kekuatan hukum vang dimainkan oleh kecamatan saat
kokoh  sebagaimana Peraturan ini dan masa mendatang.
Daerah. Ketiadaan nial-baik Peran itu adalah intermediary-
politis ini disebabkan oleh “faktor- role (kelembagaan peénengah)
politis” yang tidak antara pemerintah desa dan
T e e e e e S S ey e
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pemerintah  kabupaten serta
peran penengah anlara desa
satu  dan desa lninnya di
wilayah sehamparan. Sebagai
institusi-perantara  hubungan

pemerintah desa dan
kabupaten, camal dan
kecamatan diharapkan
mampu menyambungkan

komunikasi vertikal antara dua
entitas  pemerintahan di dua
aras yang berbeda Sebagai
kelembagdan penengah antar-
desa, maka kecamatan
berperan layaknya “dirigen”
sebuah orkestra yang
bertugas mengharmonisasikan
kerjasama fungsionalfungsiona

horisonta anlara satu dan
lain desa seshamparan.

Fungsi mntermediasi
horisontal ini sangat

diperlukan, agar  diantara
mercka  (desa-desa) Licdak
terjadi saling tabrakan dalam

pengembangan kawasan.
Kecamatan berperan  sangat
penting dalam

mengembangkan  infrastruktur
jejaringan  dan  pertukaran
antar pihak (desa-desa atau
desa-  kecamatan-kabupaten)

agar  kerjasama menjadi
opergsional, Kerjasama
mirnjaci katakunei yang

penting karena, suasana
pemerintahan  dalam  rejim
desentralisme selalu terbawa ke
ruang kenflik dan
ketidaksepahaman yang
berpotensi memanas.

Jurnal Dinamika mu. Vol 11 No.4 Agustus 21|

Semangat  otonomi  desa,
hingga taraf tertentu tslah
mendorong  desa-desa  untuk
mengembangkan sendiri-
sendiri  pola pengembangan
kawasan  dan  pengaturan
pemerintahan desanya,
melalui instrumen  peraturan
desa. Pemicunya jelas, perdes-
perdes dan pengaturan-
pengaturan  lokal  seringkali
disusun dengan wawasan dan
kepenlingan desa-sentris
(inward looking perspective)
yang menegasikan kepentingan
desa tetangga  sekawasan-
sehamparan, Dalam
pengorganisasian  kewilayahan
lokal, konsekuensi-konsekuensi
konfliktual seperti yang terjadi
di atas perlu dikelola hingga
pada  taraf yang tidak
membahayakan (resiko
perpecahan). Pada dasarnya,
harus disadari bahwa setiap
pertumbuhan  desa memang
akan memakan “biaya sosial”
berupa desakan-desakan
konfliktual yang harus
ditenggung oleh  desa lain
yang  letaknya sehamparan-
sckawasan.  Tantangan bagi
institusi kecamatan dalam hal
irti adalah,  bagaimana
memainkan  peran  untuk
mengendalikan  pertumbuhan
kawasan desa (yang sering
tidalk terkendali itu)
sedemikian  rupa  sehingga
sindroma  konflik antar desa
bertetangga  (saling  okupasi
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dan kooptasi) tidak terjadi
Artinya, peran kecamatan
dalam hal ini menjadi sangat
penting schagai  organisasi
pengendali jelaringan
kerjasama  antar-desa  yang
fungsi utamanya adalah
memelihara harmonisasi
pengaturan di aras desa.
Dengan  sederet  asumsi
pembatas dan adanya potensi
yang demikian besar itu, maka
jika kecamatan diharapkan
untuk  tetap  eksis (tidak
dihapuskan} dan justru
dituntut untuk
berperan/berfungsi lebih besar
daripada apa yang berlangsung
saal imi, maka beberapa
langkah di bawah ini harus
ditempuh  secara  sekaligus,
yaihu
1. Tindakan di jalur strukturclisme-
fungsional  harus ditempuh.
Langkahnya adalah  berupa
penyusunan dan realisasi
peraturan pemerintah (I’F)
tentang kecamatan secara segera.
PP lersebul berisi  penegasan-
penegasan tentang dimanakah
“ruang  bermain”  kecamatan
dalam pemerintahan daerah yang
sesungguhnya, Dengan TT' ini,
maka amanat pasal 126 ayat 2 UU
no. 32/2004 lentang  pelimpahan
kewenangan dari bupati kepada
carnat/ kecamatan bisa
dioperasionalisasikan SeCara
nyata. Dengan demikian political
will pelimpahan kewenangan
dapat diwujudkan melalui

instrumen peraturan pemerintah,

. Paralel dengan upaya
perwujudan  I'P tentang
kecamatan, diperlukan juga

upava  untuk  mendefiniskan
secara baitk dan jelas tentang
kategori  “ruang bermain” bagi
setiap kecamalan dalam
pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan
Tidaklah bijaksana memberikan
“ruang bermain” dengan bobot
yang sama dan rata kepada
setiap kecamatan, semenlara
fakta menunjukkan bahwa jenis
persoalan, dimensi permasalahan,
luas wilayah, serta jumlah
penduduk yang diurus oleh satu
dan lain kecamatan berbeda-beda.

. Dari jalur governance, dilakukan

penguatan  kelembagaan  dan
sumberdaya manusia (SDM) di
aras kecamatan yang dilakukan
secara sistematis, yang arahnya
adalah  perbesaran  kapasitas
kelembagaan agar mampu
“menangkap permasalahan dan
mencari solusi” segera di tingkat

lokal. Dengan demikian,
kecamatan akan bergerak
dinamis  dalam  menjalankan

tugas dan  fungsinya. Gairah
kema kecamatan scbagai SKPD
bisa dirangsang melalui
pendelegasian urusan  (kegiatan)
yang sesuai dengan kebutuhan
lokal (khas lokal). Oleh
karenanya. kecamatan
sepantasnya  diberikan  peluang
untuk menyusun  usulan-usulan
kegiatan-teknis yang rasional dan

e —
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berkonsekuensi pada pendanaan
berbasis  kinerja  sepert; yvang
dilakikan oleh SKPPD lainnya (lihat
PP no. 58/2005 tentang keuangan
daerah khususnya pasal 36 lentang
penyusunan  anggaran berbasis
kinera  bagi  SKPD). Pengajuan
kegiatan  haruslah khas  lokal
(strictly  distinct) yang berada
diluar jangkauan penanganan oleh
instansi tekms-sekioral. Studi  ini
membuktikan  terdapat banyak
permasalahan di aras kecamatan
yang harus dipecahkan segera,
sementara pemerintah kabupaten
latau  bahkan  pusat] tidak
ampu menanganinya.
Ketidakmampuan pemerintah
kabupaten  untuk HErespons
segera  dan menangani setap
masalah oleh  persoalan
organisasional  yaitu seringkali
permasalahan-permasalahan

tersebut berada di luar jangkauan
tugas pokok dan fungsi dinas
sektoral. Sebagai misal: masalah
resolusi  konflik  sumberdaya
alam, perencanaan  pemanfaatan
sumberdaya alam di aras desa
dan masyarakal, manajemen
krisis  bencana  alam, fungsi
ombudsman (saluran informasi)
atas segala keluhan dari desa
vang  harus  disampaikan ke
kabupaten, pengawasan
pemanfaatan sumberdaya  alam,
lalu-lintas  manusia di  daerah
perbatasan  antar negara, dan
sehagainya. Dengan  demikian,
keberfungsian sosial-kelembagaan
mslitust kecamatan akan

4. Penguatan

meningkat manakala institusi ing
mampu menangani persoalan khas
lokal  dan menyelesaikannya
dengan baik.

kelembagaan  dan
SDM kecamatan harus dimaknai
sebagai proses investasi
kepemimpinan  lokal jangka
panjang, sehingga camat dan
stafnya ke depan liduk sekedar
diharapkan mampu menjalankan
lungsi koordinasi, fasilitasi, dan
bantuan  kepada  pemerintah
kabupaten semata-mata, Namun,
dalam disain perencanaan SDM
kecamatan, camat seharusnya
lebih  diarabhkan untuk menjadi
"social-entreprensur” yvang
Mmampt mendeteksi
kebutuhan/masalah dan mencari
solusi khas lakal atas
kebutuhan/masalah Vang
berkembany diwilayahnya,
Dengan cara ini, maka camat
tidak akan lagi menghadapi
sindroma “macan ompong” yang
tidak dapat berbuat banyak i
depan publiknya.

. Paralel c[engan semua hal Jdi atas,

harus dilakukan pendekatan di
jalur  sosial-psikologikal yaitu
mendidik masyarakat agar
mengelahui  benar-benar bahwa
réjim pemerintahan dacrah telah
berubali tidak sebagaimana yang
terjadi di masa UU no, 5/1974
yang lalu dimana camal adalah
penguasa  tunggal  kecamatan,
Froses pembangumnan
kesepahaman antara bupati dan
masyarakat melalui  sosialisasi
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tanpa-henti, juga dilakukan untuk
memberikan pemahaman  bahwa
kecamatan  bukanlah  strukbn
penupang  kekuasaan politis
seperti di masa lalu. Melainkan,
kecamatan adalsh struktur
pengembangan karir  aparat
pemerintah  yang  profesional.
Hanya dengan demikian, malka
mnovasi-innovasi  kelembagaan
akan terangsang untuk dilakukan
oleh camat dan stafnva.
Dengan demikian, miazhah
yvang dipakai untuk mereposisi

kecamatan tidak
menitikberatkan pada
perspektif kekuasaan,
melainkan  pada  perspekif
fungsionalisme organisasi

atau  kapasitas governance-
nya. Dengan perspektif ini
maka pendekatan penguatan
kecumatan bisa lebih sesuai

dengan tuntutan rejim
desentralisme i tngkat
kabupaten.

Penguitan kelembagaan
kecamatan akan difokuskan
pada empat  ruany lugas
pokok dan fungsi (tupoksi)
kelembagaan kecamatan,
yailu: (1) pembangunan atau
tepatnya perencanaan/
pengendalian pembangunan,
{2) pemerintahan

(administrasi  kewilayah dan
pelavanan  publik), dan (3)
kemasyvarakatan atau
pelayanan  masyarakat; serla
(4) pemberdayaan masyarakat.
Fungsi pemberdayaan

masvarakat,  pengurusannva
agak spesifik dibandingkan
vang lainnya karena fungsi
tersebul menvangkul upava
penghimpunan, fasilitasi, dan
pengembangan sosial
kemasyarakatan dan kawasan,
Dengan  demikian, penguatan

kelembagaan kecamatan
dalam jangka pendek dan
menengah Hdak  akan

mengubah “wujud  fisik  dan
ruh” kelembagaan kecamatan
vang telah ada sejak rejim
desentralisasi diberlakukan.

Meski demikian, juga perlu
dipertimbangkan tentang
sejauh  mana  pelaksanaan
penguatan  kecamatan  atas
keempat fungsi itu  layak
dijalankan di lapangan. Hal ini
disebabkan  karena, setiap
pendekatan penguatan
kelembagaan, akan selalu
berkomsekuensi pada sejumlah
resikosejumlah resik  yang

harus  ditanggung oleh
keseluruhan  organ  dalam
sistem pemerintahan
kabupaten  (lidak  hanya
kecamatan semata-mata}.
Analisis juga kelak melihal
bagaimana bentuk exit-
strategy yang harus ditempuh
agar  hasil penguatan
kecamatan dapal
menghasilkan bentuk
kecamatan yang adaptif bagi
kebutuhan transformasi

kecamatan ke depan.
Terdapat lima pola atau

e e e e M e ey
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skenano penguatan
kelembagaen kecamatan yang
diusulkan  oleh  studi ini.
Berdasarkan studi lapangan,
diperloleh pola-pola  sebagai
berikut: (1) pola  piramida
terbalik; (2) pola piramida
setangkup; (3) poela sapulidi
yang terikat; (4) pola sapulidi
tak terikat; dan (5) pola pusat
pelavanan masyarakat,

4. Penutup

Kecamatan masih
diperlukan untuk hadir dalam
pemerinialian bahkan
posisinga  perlu  diperkuat
lerutama  kecamatan untuk

daerah-daerah (rural-rural),
dimana biasanya rentang
kendali pemerintah kabupaten
(bupati)  terlalu  panjang,
Penguatan kelembagaan
kecamatan dapat mengambil
salah sati  dari pola  vang
ditawarkan secara
evolusioner, yaitu: pola
piramida  terbalik, piramida
selangkup, sapulidi terikat,
sapulidi tak terikat, dan
pusyanmas. FPola pusyanmas
dapat dijalankan, bila dipenuhi
sejumlah asamsi dasan
penguatan yang telah dicapai

di  luar kecamatan, yaitu;
adanya kesiapan  organisasi
eksternal pemerintahan
Kecamalan  dan  teknologi
vang cfektif serta  efisien,
Secars  intermal, kecamatan
telah  melalui  perjalanan

penguatan yvang memadai yang
menyentuh 4 (empat) unsur
prasyaral  kecukupan yang
melingkupinya. Hal-hal ity
belum cukup, karena dalam
waktu  bersamaan, semua
kecamatan  harus  dilakukan
assessment dan dibpologikan,
Froses pemetaan ataun
profiling akan menjadi
prasyvarat dalam menentukan
suatu kecamatan harus berada
pada pola mana.
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